WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukurn
Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Di Daerah serta
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34
Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, perlu
dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota
Medan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada
Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Di Kota Medan.



Mengingat :

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah  Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723)

-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);



10.

L

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18
Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34
Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsl Sumatera Utara Tahun 2020
Nomor 35);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 5);



16.
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Menetapkan :

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, dan Tata Kerja Prangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020
tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA
KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA MEDAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada
Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 28), diubah
sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab pelaku usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa :

PROOP

teguran lisan;

teguran tertulis;

penahanan sementara kartu identitas;
pembubaran kerumunan;

kerja sosial;




f. denda administratif

g. penutupan sementara;

h. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran
dan/atau pemulihan; atau

i. pencabutan izin.

(3) Pengenaan Sanksi Adminitratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
tugas fungsinya masing-masing.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 September 2020
PIt. WALI KOTA MEDAN,
ttd
AKHYAR NASUTION
Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd
WIRIYA ALRAHMAN
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 39.
Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA-SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015




